SALINAN

WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 79 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 89 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENCAIRAN DANA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURABAYA

Menimbang

Mengingat

SECARA ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

. bahwa dalam rangka pencairan dana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Surabaya secara elektronik, telah ditetapkan
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 89 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Surabaya Secara Elektronik;

. bahwa dalam rangka optimalisasi proses pencairan dana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya secara
elektronik, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 89 Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu ditinjau kembali;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 89 Tahun
2012 tentang Tata Cara Pencairan Dana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Surabaya Secara Elektronik.

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur /Jawa
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58
Lembaran Negara Nomor 4843);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5589);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4593);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5348);

11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 199);

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penatausahaan dan  Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014
Nomor 32);

15.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran
Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);



Menetapkan :

16.Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 77);

17.Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Penatausahaan dan  Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya (Berita
Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 66);

18.Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2012 tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan
Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Kota Surabaya
Tahun 2012 Nomor 74) sebagaimana telah diubah ketiga kali
dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2013
(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 75);

19.Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Surabaya Secara Elektronik (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun
2012 Nomor 90).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 89 TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA PENCAIRAN DANA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURABAYA
SECARA ELEKTRONIK.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2012
tentang Tata Cara Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Surabaya Secara Elektronik (Berita Daerah Kota
Surabaya Tahun 2012 Nomor 90) diubah sebagai berikut :

1. Diantara ketentuan Pasal 1 angka 14 dan angka 15, disisipkan 2
(dua) angka baru yakni angka 14a dan 14b, yang berbunyi sebagai
berikut :

14a. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang
selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang
memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh
pengguna anggaran.

14b. e-DPA-SKPD adalah DPA-SKPD beserta perubahannya yang
telah ditandatangani dan disahkan serta disetujui secara
elektronik oleh pejabat yang berwenang.



2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah :

a. proses penerbitan SPM secara elektronik;

b. proses penerbitan SP2D secara elektronik;
c. prosedur penggunaan PIN PPSPM dan PIN PPSP2D.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

Pasal 4

e-SPM yang telah diterima melalui e-Loket BUD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (18) diteruskan kepada
Verifikator BUD untuk diteliti dan diuiji.

Penelitian e-SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan meneliti kelengkapan dokumen elektronik
yang meliputi:

a. SPM;

b. Surat Pernyataan Tanggung-jawab Belanja;

c. Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;

d. Surat Setoran Pajak (SSP), untuk pencairan SPM-LS.

Pengujian e-SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menguji jumlah tagihan atas ketersediaan
dana yang tercantum dalam e-DPA-SKPD berikut
perubahannya.

Dalam hal jumlah tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) melebihi ketersediaan dana yang tercantum dalam
e-DPA-SKPD dan/atau perhitungan pemungutan/ pemotongan
pajak guna pencairan SPM-LS belum sesuai, Verifikator BUD
mengembalikan e-SPM kepada SKPD melalui e-Loket BUD
dengan disertai alasan penolakannya.

Dalam hal pengembalian e-SPM sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) Kuasa BUD membuat register penolakan penerbitan
SP2D.

Dalam hal jumlah tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tidak melebihi ketersediaan dana yang tercantum dalam
e-DPA-SKPD dan/atau perhitungan pemungutan/ pemotongan
pajak guna pencairan SPM-LS telah sesuai, PPSP2D
menandatangani SP2D secara elektronik (e-SP2D) dengan
menggunakan PIN PPSP2D, setelah melalui e-Paraf Kuasa

Berdasarkan  e-SP2D yang sudah  ditandatangani
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kuasa BUD dapat
mencetak SP2D beserta registernya untuk diteruskan kepada
bank yang ditunjuk sebagai pemegang RKUD.



4.

(8)

SP2D yang dicetak sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
gibukat rangkap 4 (empat) dengan pendistribusian sebagai
erikut :

a. Lembar ke-1 untuk bank yang ditunjuk sebagai pemegang
RKUD;

b. Lembar ke-2 untuk SKPD, dengan dilampiri SSP yang
sudah divalidasi oleh bank yang ditunjuk sebagai
pemegang RKUD, untuk pencairan SPM-LS;

c. Lembar ke-3 untuk Kuasa BUD; dan

d. Lembar ke-4 untuk pejabat yang melaksanakan fungsi
Akuntansi pada BUD.

Berdasarkan hasil cetak (hard copy) SP2D sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) huruf a, bank yang ditunjuk sebagai
pemegang RKUD melakukan pemindahbukuan dari RKUD ke
rekening tujuan sebagaimana tercantum dalam SP2D.

(10) Berdasarkan SSP yang sudah divalidasi oleh bank yang

ditunjuk sebagai pemegang RKUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) huruf b, Bendahara Pengeluaran SKPD wajib
menandatangani dan memberi cap pada setiap lembar faktur
pajak yang diterima dari penyedia barang/jasa yang berbunyi

"disetor tanggal ....".

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

Pasal 7

PPSPM melakukan registrasi di BUD untuk mendapatkan PIN
PPSPM.

Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan mengisi formulir pendaftaran dan surat pernyataan
bermeterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah), dilengkapi
persyaratan sebagai berikut :

a. fotocopy KTP;

b. fotocopy Keputusan Walikota tentang Pelimpahan
Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
kepada Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran
dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pejabat
Pengguna Anggaran kepada Kepala Unit Kerja pada
SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Seluruh DPA/DPPA yang merupakan wewenang PPSPM
wajib diinformasikan dalam formulir pendaftaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

BUD melakukan pencatatan nomor telepon seluler PPSPM
sesuai dengan data yang terdapat pada formulir registrasi
untuk mendapatkan PIN PPSPM.

BUD menyerahkan PIN awal beserta nomor register aplikasi
kepada PPSPM yang telah memenuhi syarat registrasi.

Nomor PIN awal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak
dapat digunakan sebagai tanda tangan elektronik pada e-SPM
sebelum dilakukan aktivasi dengan mengubah nomor PIN
awal pada aplikasi e-SPM.



(7) Nomor PIN PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dapat diperbarui oleh PPSPM sesuai kebutuhan.

(8) Dalam hal nomor PIN PPSPM tidak dapat digunakan, maka
PPSPM harus melakukan registrasi ulang pada BUD, dengan
terlebih dahulu mengajukan surat permintaan penonaktifan
PIN PPSPM sebelumnya.

(9) Registrasi ulang PIN PPSPM sebagaimana dimaksud pada

ayat (9) dilakukan mengikuti proses registrasi sebagaimana
dimaksud pada  ayat (1).

Pasal Il

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak Tahun Anggaran 2015.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2014

WALIKOTA SURABAYA,
ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
ttd.
HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2014 NOMOR 79




